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Masa iddah wafat merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh 

perempuan setelah ditinggal wafat suaminya selama empat bulan sepuluh 
hari. Dalam praktiknya, tidak sedikit perempuan yang tetap bekerja selama 
masa iddah karena berbagai tuntutan kehidupan, terutama kebutuhan 
ekonomi keluarga. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai 
kedudukan hukumnya, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum 
positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang melatarbelakangi perempuan bekerja pada masa iddah wafat serta 
menganalisis hukumnya menurut hukum Islam dan hukum positif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi terhadap perempuan yang menjalani masa 
iddah wafat di Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten 
Bondowoso. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang 
mendorong perempuan tetap bekerja selama masa iddah wafat adalah 
kebutuhan ekonomi keluarga setelah kehilangan sumber nafkah utama. 
Selain itu, tanggung jawab terhadap anak, tuntutan pekerjaan yang tidak 
dapat ditinggalkan, keterbatasan sumber pendapatan lain, serta 
pemahaman masyarakat yang beragam mengenai iddah turut memengaruhi 
keputusan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, perempuan yang 
menjalani iddah wafat pada dasarnya dianjurkan untuk tetap berada di 
rumah dan menjalankan ihdad. Namun, berdasarkan prinsip maslahah, 
maqashid syariah, dan al-dharurah, perempuan diperbolehkan bekerja 
apabila terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan 
hidup dirinya dan keluarganya, dengan tetap menjaga ketentuan syariat. 
Sementara itu, dalam perspektif hukum positif, tidak terdapat peraturan 
yang secara tegas melarang perempuan bekerja selama masa iddah. 
Sebaliknya, hukum positif menjamin hak setiap warga negara untuk 
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, 
perempuan yang bekerja selama masa iddah karena alasan ekonomi tetap 
memperoleh perlindungan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. 
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Pendahuluan 

Masa iddah merupakan salah satu ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan 

berakhirnya ikatan perkawinan.(Saefi 2023)  Iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh 

seorang perempuan setelah berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian maupun karena suami 
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meninggal dunia. Ketentuan iddah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan hadis serta 

menjadi bagian dari ketentuan hukum keluarga Islam. Dalam pelaksanaannya, masa iddah tidak hanya 

berkaitan dengan waktu, tetapi juga mengandung hukum, keagamaan, moral, dan sosial bagi 

perempuan yang menjalaninya. 

Pembagian iddah diantaranya ada iddah karena cerai talak atau iddah karena wafatnya suami. 

Dan penelitian ini hanya khusus pada iddah wafat, yaitu masa tunggu yang dijalani oleh seorang 

perempuan setelah suaminya meninggal dunia. Pembatasan tersebut didasarkan pada karakteristik 

iddah wafat yang memiliki ketentuan tersendiri dalam hukum Islam. Perempuan yang ditinggal wafat 

oleh suaminya wajib menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana ketentuan 

yang terdapat dalam Al-Qur’an. Ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan masa tunggu, tetapi 

juga berhubungan dengan pelaksanaan ihdad sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang 

telah meninggal dunia. iddah wafat memiliki hukum dan sosial yang secara khusus membedakannya 

dari bentuk iddah akibat berakhirnya perkawinan karena perceraian.(Saiful et al. 2025) 

Pemilihan iddah wafat sebagai objek kajian pada fokus penelitian terhadap perempuan yang 

tetap menjalankan aktivitas pekerjaan setelah kehilangan suaminya. Berakhirnya perkawinan karena 

kematian suami menempatkan perempuan pada kondisi hukum dan sosial yang berbeda dibandingkan 

dengan perempuan yang menjalani iddah karena perceraian. Dalam keadaan tersebut, perempuan 

tidak hanya berada dalam masa tunggu, tetapi juga berada dalam masa berkabung yang memiliki 

ketentuan tersendiri. persoalan mengenai aktivitas perempuan selama masa iddah wafat perlu dikaji 

secara khusus agar dapat diketahui bagaimana kedudukan aktivitas bekerja tersebut dalam perspektif 

hukum Islam dan hukum positif. 

Pembatasan penelitian hanya pada iddah wafat dimaksudkan untuk menjaga ketepatan objek 

kajian dan menghindari perluasan pembahasan terhadap seluruh bentuk iddah.(Muhsin and Azhari 

2023) penelitian ini diarahkan pada perempuan yang berada dalam masa iddah karena suaminya 

meninggal dunia. Pembatasan tersebut sekaligus memberikan ruang bagi penelitian untuk mengkaji 

secara lebih mendalam hubungan antara ketentuan iddah wafat, ihdad, dan aktivitas bekerja 

perempuan dalam kondisi nyata di masyarakat. 

Perkembangan kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang 

semakin beragam dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Perempuan tidak hanya menjalankan peran 

dalam lingkungan keluarga, tetapi juga dapat terlibat dalam aktivitas pekerjaan sebagai bagian dari 

kehidupan sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut menjadi relevan ketika seorang perempuan harus 

menjalani masa iddah setelah suaminya meninggal dunia, sementara pada saat yang sama tetap 

memiliki aktivitas pekerjaan. Keadaan demikian menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana 

aktivitas bekerja perempuan selama masa iddah wafat dapat ditempatkan dalam kerangka ketentuan 

hukum Islam dan hukum positif Indonesia. 

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena hukum positif Indonesia belum 

memberikan pengaturan secara khusus mengenai aktivitas bekerja perempuan selama menjalani 

masa iddah wafat. Di satu sisi, hukum keluarga Islam memberikan ketentuan mengenai masa iddah 

dan berkabung bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya.(Rohman 2024) Di sisi lain, sistem 
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hukum nasional memberikan pengakuan terhadap hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan 

dan penghidupan yang layak. Keadaan tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang 

mempertemukan ketentuan hukum Islam mengenai iddah wafat dengan ketentuan hukum positif 

mengenai hak perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. 

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan perempuan bekerja selama masa iddah wafat tidak 

dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai ihdad, batasan aktivitas perempuan, serta prinsip 

kemaslahatan dalam penerapan hukum.(Mulyanti et al. 2023) Sementara itu, dari perspektif hukum 

positif, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur hak perempuan 

untuk bekerja, hak memperoleh penghidupan yang layak, serta ketentuan hukum keluarga yang 

berlaku bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu mempertemukan 

kedua perspektif tersebut secara proporsional sehingga kedudukan hukum perempuan yang bekerja 

selama masa iddah wafat dapat dipahami secara lebih objektif. 

Perempuan yang tetap bekerja selama masa iddah wafat ditemukan di Desa Grujugan Kidul, 

Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan perempuan 

yang tetap menjalankan aktivitas pekerjaan setelah suaminya meninggal dunia meskipun masih 

berada dalam masa iddah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya praktik sosial yang menarik untuk 

dikaji karena memperlihatkan pertemuan antara ketentuan hukum mengenai iddah wafat dengan 

aktivitas kehidupan perempuan dalam masyarakat. 

Keberadaan fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketentuan mengenai iddah wafat tidak 

hanya perlu dipahami dalam hukum, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan penerapannya dalam 

kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai 

praktik perempuan yang bekerja selama masa iddah wafat serta untuk menganalisis kedudukan 

praktik tersebut berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Dengan pendekatan tersebut, penelitian 

tidak hanya melihat persoalan dari ketentuan hukum, tetapi juga memperhatikan realitas 

penerapannya pada masyarakat sebagai objek penelitian. 

Hasil dan Pembahasan 

A. Fenomena Perempuan Bekerja Pada Masa Iddah Wafat 

1. Kondisi Kehidupan Perempuan Setelah Ditinggal Wafat 

perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya mengalami perubahan dalam kehidupan 

sehari-hari, terutama dalam hal ekonomi dan tanggung jawab keluarga.  

Kondisi tersebut semakin terasa bagi perempuan yang masih memiliki tanggungan 

keluarga.(Muhsin and Azhari 2023) sebagian perempuan berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya 

dengan tetap melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan. masa iddah wafat yang 

dijalani tidak hanya berkaitan dengan masa berkabung setelah kehilangan suami, tetapi dalam 

praktiknya juga bersamaan dengan tanggung jawab perempuan dalam mempertahankan kehidupan 

keluarganya. 

2. Kondisi Ekonomi 

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Grujugan Kidul pada umumnya ditopang oleh berbagai 

jenis pekerjaan, seperti pertanian, perdagangan, buruh, dan pekerjaan lainnya yang menjadi sumber 
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penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian masyarakat memperoleh penghasilan 

yang tidak tetap karena bergantung pada jenis pekerjaan dan kesempatan kerja yang tersedia.(Jumardi 

and Baedah 2026) Kondisi tersebut menyebabkan sebagian keluarga harus mengatur penghasilan 

dengan baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, listrik, serta kebutuhan rumah 

tangga lainnya. 

Dalam kehidupan rumah tangga, suami pada umumnya memiliki peran penting dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. ketika suami meninggal dunia, kondisi ekonomi keluarga 

dapat mengalami perubahan, terutama apabila suami sebelumnya menjadi salah satu sumber utama 

penghasilan. Perempuan yang ditinggal wafat suaminya kemudian menghadapi tanggung jawab untuk 

tetap memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan 

pendapatan, masih adanya tanggungan anak, serta tidak adanya sumber penghasilan lain yang 

mencukupi mendorong perempuan untuk tetap bekerja meskipun sedang menjalani masa iddah wafat. 

Kondisi ekonomi tersebut menjadi salah satu keadaan yang berkaitan dengan praktik perempuan 

bekerja pada masa iddah wafat yang ditemukan dalam penelitian di Desa Grujugan Kidul. 

3. Kondisi Sosial Dan Budaya 

Kondisi sosial masyarakat Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso 

masih menunjukkan hubungan kekeluargaan dan kebersamaan yang cukup kuat. Interaksi antarwarga 

dapat terlihat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti kegiatan keagamaan, selamatan, 

gotong royong, serta kegiatan kelompok masyarakat. Ketika terdapat warga yang mengalami musibah, 

termasuk meninggalnya salah satu anggota keluarga, masyarakat sekitar biasanya turut memberikan 

dukungan, baik berupa tenaga, bantuan maupun perhatian kepada keluarga yang 

ditinggalkan.(Nurisyahadah et al. 2025) 

Dari sisi budaya, kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai agama, kebiasaan 

keluarga, dan tradisi yang berkembang secara turun-temurun. Kondisi tersebut turut memengaruhi 

pandangan masyarakat terhadap perempuan yang tetap bekerja setelah suaminya meninggal. Pada 

praktiknya, perempuan yang memiliki tanggungan dan kebutuhan ekonomi tertentu tetap melakukan 

pekerjaan selama masa iddah wafat. Keadaan ini menunjukkan adanya hubungan antara nilai 

keagamaan dan budaya yang berlaku dengan tuntutan kehidupan ekonomi yang dihadapi perempuan 

setelah kehilangan suami. 

4. Kondisi Agama 

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Grujugan Kidul, cukup aktif dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin, 

seperti pengajian, shalawatan, kegiatan Muslimat NU dan Fatayat NU, serta kegiatan keagamaan 

lainnya. Selain itu, keberadaan masjid, musala, dan lingkungan pesantren juga turut mendukung 

kehidupan keagamaan masyarakat. 

Nilai-nilai agama masih memiliki peranan dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk 

dalam pelaksanaan ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, kematian, serta masa iddah bagi 

perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya.(Jannah and Mahmudi 2021) Meskipun demikian, 

pemahaman masyarakat mengenai ketentuan iddah dan ihdad tidak selalu sama. Sebagian masyarakat 
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memahami ketentuan tersebut melalui pengajian, tokoh agama, maupun pengetahuan yang 

diwariskan dalam keluarga. Dalam praktiknya, kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarga juga menjadi 

pertimbangan bagi sebagian perempuan untuk tetap bekerja selama menjalani masa iddah wafat. 

5. Pandangan Tokoh Agama Terkait Perempuan Masa Iddah Wafat 

salah satu bagian penting dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan iddah 

dan ihdad dipahami dalam kehidupan masyarakat. Tokoh agama memiliki peran dalam memberikan 

pemahaman keagamaan, khususnya mengenai perempuan yang tetap bekerja selama masa iddah 

wafat.(Hasani and Naseh 2026) Berdasarkan pandangan tokoh agama, perempuan pada dasarnya 

wajib menjalani masa iddah dan menjaga ketentuan ihdad setelah suaminya meninggal dunia. Namun, 

dalam kondisi tertentu, seperti adanya kebutuhan ekonomi, tanggungan keluarga, atau pekerjaan yang 

tidak dapat ditinggalkan, perempuan dapat keluar rumah untuk bekerja dengan tetap menjaga batas-

batas yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi dan 

kebutuhan perempuan juga perlu dipertimbangkan dalam memahami praktik bekerja selama masa 

iddah wafat. 

6. Pandangan Mayarakat Terkait Perempuan Bekerja Masa Iddah Wafat 

pandangan masyarakat terhadap perempuan yang tetap bekerja selama masa iddah wafat 

cukup beragam.(Fatmawati and Andaryuni 2026a) Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh 

pemahaman masyarakat mengenai ketentuan iddah dan ihdad, serta kondisi kehidupan perempuan 

setelah ditinggal wafat oleh suaminya. 

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa perempuan dalam masa iddah wafat sebaiknya 

lebih banyak berada di rumah dan membatasi aktivitas di luar rumah. Pandangan tersebut didasarkan 

pada pemahaman bahwa perempuan yang sedang menjalani masa iddah perlu menjaga diri dan 

menjalankan masa berkabung sebagai bentuk penghormatan setelah suaminya meninggal dunia. 

Di sisi lain, terdapat masyarakat yang dapat memahami apabila perempuan tetap bekerja 

selama masa iddah wafat, terutama apabila pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Setelah suami meninggal dunia, perempuan dapat mengalami perubahan kondisi ekonomi 

karena kehilangan sumber penghasilan keluarga.(Iddah, n.d.) Dalam keadaan tersebut, bekerja 

dipandang sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tanggungan keluarga. 

Masyarakat juga menilai bahwa perempuan yang bekerja selama masa iddah tetap perlu 

memperhatikan batasan-batasan yang berlaku. Aktivitas di luar rumah hendaknya dilakukan sesuai 

kebutuhan, tetap menjaga sikap dan penampilan, serta tidak mengabaikan kewajiban selama masa 

iddah dan ihdad. Dengan demikian, pandangan masyarakat tidak hanya melihat perempuan bekerja 

dari sisi ketentuan agama, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarga 

yang dihadapi setelah suami meninggal dunia. 

 

Pembahasan 

1. Faktor – Faktor Yang Melatarbelakangi Perempuan Bekerja Pada Masa Iddah Wafat 

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh di Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, 

Kabupaten Bondowoso, perempuan tetap bekerja selama masa iddah wafat tidak semata-mata karena 
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keinginan pribadi, Kondisi tersebut tidak bersifat mandiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menggambarkan adanya 

keterkaitan antara ketentuan normatif mengenai iddah dengan realitas sosial yang dialami perempuan 

setelah ditinggal wafat oleh suaminya. 

a. Faktor Ekonomi 

Faktor yang paling dominan melatarbelakangi perempuan tetap bekerja selama masa iddah 

wafat adalah kebutuhan ekonomi. Setelah suami meninggal dunia, sebagian perempuan kehilangan 

sumber nafkah utama dalam keluarga.(Ramadani et al. 2026) Kondisi tersebut mendorong perempuan 

untuk tetap bekerja sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai pendidikan 

anak, memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, serta menjaga keberlangsungan kehidupan 

keluarga. 

Bagi perempuan yang berprofesi sebagai pedagang, buruh, petani, maupun pekerja lainnya, 

berhenti bekerja selama empat bulan sepuluh hari bukanlah pilihan. Jika pekerjaan ditinggalkan, 

penghasilan keluarga akan berkurang bahkan terhenti sama sekali. Oleh karena itu, bekerja menjadi 

bentuk tanggung jawab sekaligus upaya mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga setelah 

wafatnya suami. 

b. Faktor tanggung Jawab Terhadap Anak dan Keluarga 

Selain faktor ekonomi, perempuan yang ditinggal wafat suaminya juga memiliki tanggung 

jawab besar terhadap anak-anak dan keluarganya. Setelah suami meninggal dunia, peran sebagai 

pencari nafkah sering kali berpindah kepada istri. Kondisi ini menjadikan perempuan sebagai pihak 

yang harus memastikan kebutuhan anak-anak tetap terpenuhi.(Syaputra 2025)  

Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, seperti 

pangan dan sandang, tetapi juga meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta upaya menjamin 

masa depan anak-anak. Sebagian perempuan memilih tetap bekerja selama masa iddah karena merasa 

memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menjaga kesejahteraan keluarganya. 

c. Faktor Tuntutan Pekerjaan 

Sebagian perempuan tetap bekerja karena terikat pada pekerjaan yang tidak dapat 

ditinggalkan dalam waktu yang lama. Perempuan yang bekerja sebagai pegawai, guru, karyawan, atau 

memiliki usaha sendiri sering kali memiliki tanggung jawab profesional yang harus dijalankan. 

Apabila pekerjaan tersebut ditinggalkan selama masa iddah, mereka berisiko kehilangan 

pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan pada kondisi ekonomi keluarga. mereka memilih 

tetap bekerja dengan tetap berusaha menjaga ketentuan-ketentuan iddah dan ihdad sesuai 

kemampuan yang dimiliki. 

Faktor ini menunjukkan bahwa perubahan sosial telah menempatkan perempuan pada posisi 

yang lebih aktif dalam bidang ekonomi.(Fatmawati and Andaryuni 2026b) Realitas tersebut menjadi 

salah satu alasan mengapa praktik iddah di masyarakat sering kali mengalami penyesuaian dengan 

kebutuhan hidup yang ada. 

d. Faktor Pemahaman Keagamaan 
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Pemahaman masyarakat mengenai iddah juga memengaruhi keputusan perempuan untuk 

bekerja selama masa iddah wafat. Sebagian masyarakat memahami bahwa perempuan yang beriddah 

tidak boleh meninggalkan rumah selama masa iddah berlangsung, sedangkan sebagian lainnya 

berpendapat bahwa perempuan boleh keluar rumah apabila terdapat kebutuhan yang mendesak, 

termasuk bekerja.(Hanum 2025) 

Perbedaan pemahaman tersebut muncul karena adanya berbagai pendapat ulama mengenai 

aktivitas perempuan selama masa iddah. Sebagian perempuan yang tetap bekerja beranggapan bahwa 

bekerja diperbolehkan selama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tetap menjaga adab 

serta ketentuan ihdad. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang berkembang di masyarakat tidak selalu 

bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, dan tingkat 

pengetahuan keagamaan masing-masing individu. 

e. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya 

Lingkungan sosial juga turut memengaruhi praktik perempuan bekerja selama masa iddah. 

Sebagian masyarakat memberikan dukungan karena memahami kondisi ekonomi yang dihadapi 

perempuan setelah kehilangan suami. Namun, terdapat pula masyarakat yang masih memandang 

bahwa perempuan seharusnya lebih banyak berada di rumah selama masa iddah. 

Perbedaan respons yang muncul menunjukkan bahwa pelaksanaan iddah tidak semata-mata 

berkaitan dengan aspek hukum agama, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan cara 

masyarakat memaknai ketentuan tersebut. juga dipengaruhi oleh norma sosial budaya yang 

berkembang dalam masyarakat.(Habib et al. 2025) Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat 

cenderung memberikan toleransi apabila perempuan bekerja karena alasan kebutuhan ekonomi dan 

tanggung jawab keluarga. 

2. Hukum Perempuan Bekerja Masa Iddah Wafat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif 

a. Perspektif Hukum Islam 

Hukum Islam menetapkan bahwa perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib 

menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah 

ayat 234.(Haq 2025) Selain menjalani iddah, perempuan juga diwajibkan melaksanakan ihdad Sebagai 

wujud penghormatan kepada suami yang telah meninggal dunia. Dasar hukum mengenai kewajiban 

menjalani masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya telah ditetapkan oleh Allah 

SWT dalam Al-Qur'an, sebagaimana termuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 234. 

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِير أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلََ جُنَاحَ عَليَْكُمْ فيِْمَا فَ عَلْنَ فِ أنَْ فُسِهِنَّ بِِلْمَ وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا يَتََبََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ  عْرُوفِ وَاللََّّ  

“Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka 

(istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, 

maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara 

yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." 

Ayat tersebut menetapkan durasi iddah namun tidak secara tegas melarang perempuan untuk 

keluar rumah atau bekerja.(Rif’ah and Mas’udah 2025) " segala tindakan yang mereka lakukan 
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terhadap diri mereka sendiri selama dilakukan dengan cara yang baik, wajar, dan tidak bertentangan 

dengan ketentuan syariat ". membuka ruang penafsiran bahwa perempuan diberi kebebasan bertindak 

secara wajar setelah masa iddahnya selesai, namun selama masa iddah, tindakan yang bersifat 

mendesak tidak lantas terlarang selama dilakukan dengan cara yang patut. 

Para ulama fikih merumuskan sejumlah larangan selama masa iddah, di antaranya adalah 

larangan menikah, larangan dipinang secara terang-terangan, larangan keluar rumah tanpa 

kebutuhan, serta kewajiban menjalani ihdad yakni menahan diri dari berhias, menggunakan 

wewangian, dan yang dapat menarik perhatian laki-laki. Larangan-larangan tersebut bersumber dari 

kewajiban ihdad sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zainab binti Jahsy 

disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika berada di atas mimbar(ZAINAL ABIDIN et al. 

2023): 

دَعَتْبِطِيبٍ  
َ
ف وهَا، 

ُ
خ
َ
أ يَ  ِ

 
وُف
ُ
ت حِينَ  جَحْشٍ  تِ 

ْ
بِن بَ 

َ
زَيْن ى 

َ
عَل تُ 

ْ
ل
َ
دَخ تْ: 

َ
ال
َ
ق  
َ
مَة

َ
سَل بِي 

َ
أ تِ 

ْ
بِن بَ 

َ
زَيْن عَنْ 

مَا
َ
تْ: أ

َ
ال
َ
مَّ ق

ُ
تْ مِنْهُ، ث مَسَّ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ    ;ف

َّ
ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ ِ

 
ن
َ
يْرَ أ

َ
يبِ مِنْ حَاجَةٍ،غ ِ

 
ِ مَا لِي بِالط

َّ
وَاللَّ

نْبَرِ  ِ
ْ
ى الْ

َ
   ;عَل

َ
 عَل

َّ
يَالٍ، إِلَ

َ
ثِ ل

َ
لَ
َ
وْقَ ث

َ
تٍ ف ِ

ى مَي 
َ
حِدَّ عَل

ُ
نْ ت

َ
خِرِ أ

ْ
يَوْمِالْ

ْ
ِ وَال

َّ
ؤْمِنُ بِاللَّ

ُ
ةٍ ت

َ
 يَحِلُّ لَِمْرَأ

َ
ى زَوْجٍ  لَ

رًا 
ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش
َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
 )رواه البخاري ومسلم ( أ

Dari Zainab binti Abu Salamah, berkata: "Aku masuk menemui Zainab binti Jahsy ketika saudaranya 

meninggal dunia. Lalu ia meminta wewangian dan mengoleskan sedikit darinya. Kemudian ia 

berkata:”Demi Allah, sebenarnya aku tidak membutuhkan wewangian ini. Akan tetapi, aku pernah 

mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang perempuan yang 

beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga malam, 

kecuali atas kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. " 

Pada dasarnya, para ulama berpendapat bahwa perempuan yang sedang menjalani iddah 

wafat dianjurkan tetap berada di kediamannya selama masa iddah dan hanya diperkenankan keluar 

apabila terdapat kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Pendapat ini didasarkan pada hadis 

Al-Furai'ah binti Malik yang memerintahkan perempuan yang ditinggal wafat suaminya untuk tetap 

tinggal di rumah hingga masa iddahnya selesai. 

Dalam konteks perempuan di Desa Grujugan Kidul, aktivitas bekerja yang dilakukan selama 

masa iddah umumnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab keluarga. praktik 

tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat selama perempuan 

tetap menjaga ketentuan ihdad, seperti tidak berhias secara berlebihan, tidak menggunakan 

wewangian yang mencolok, serta menjaga kehormatan diri. 

b. Perspektif Hukum Positif 

Dalam hukum positif Indonesia, keberadaan masa iddah diakui melalui Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), Berdasarkan ketentuan Pasal 153, perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya 

diwajibkan menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Selain itu, Pasal 170 KHI 
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menetapkan kewajiban menjalani masa berkabung sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan 

perkawinan yang berakhir akibat wafatnya suami.(Muhsinah et al. 2026) 

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa 

meninggalnya salah satu pihak, baik suami maupun istri, merupakan salah satu alasan yang 

menyebabkan berakhirnya suatu perkawinan.(Yainahu 2021) Berakhirnya perkawinan akibat 

kematian suami menimbulkan konsekuensi hukum bagi istri, salah satunya adalah kewajiban 

menjalani masa iddah. Namun, Ketentuan mengenai perempuan bekerja pada masa iddah wafat belum 

diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut. batasan aktivitas perempuan selama masa iddah 

berlangsung, termasuk tidak mengatur secara tegas apakah perempuan boleh atau dilarang untuk 

bekerja pada masa tersebut. 

Pengaturan mengenai masa iddah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang 

merupakan salah satu instrumen hukum nasional yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam 

dalam penyelenggaraan hukum keluarga di Indonesia.(Alfarisi 2025) Berdasarkan Pasal 153 

Kompilasi Hukum Islam, perempuan yang kehilangan suaminya karena meninggal dunia diwajibkan 

menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Namun, KHI tidak secara eksplisit melarang 

perempuan tetap bekerja selama masa iddah. Ketiadaan larangan tegas ini menunjukkan bahwa 

pembuat regulasi menyadari adanya kebutuhan perempuan untuk tetap dapat menjalankan aktivitas 

ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Kekosongan Norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan ini sesungguhnya tidak 

dapat dimaknai sebagai ketidakpedulian hukum terhadap nasib perempuan pada masa iddah. 

Sebaliknya, ketiadaan larangan justru memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk tetap 

menjalankan hak dasar sebagai warga negara, termasuk hak untuk bekerja. Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional atas hak 

setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Ketentuan tersebut berlaku secara universal tanpa membedakan status seseorang, termasuk 

perempuan yang sedang menjalani masa iddah. 

Dari sudut pandang hukum positif, perempuan dipandang sebagai subjek hukum yang utuh, 

memiliki kapasitas penuh untuk bertindak secara hukum, termasuk dalam hal melaksanakan aktivitas 

ekonomi.(Pujayanti et al. 2025) Kehilangan suami akibat kematian tidak serta-merta menghapus hak-

hak perempuan sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas keberlangsungan 

hidupnya. Terlebih bagi perempuan yang menjadi penopang ekonomi keluarga dan memiliki 

tanggungan anak-anak yang membutuhkan biaya hidup pendidikan, bekerja bukan sekadar pilihan, 

melainkan tidak dapat dihindari. 

Hukum positif juga mempertimbangkan perlindungan terhadap perempuan dari kemiskinan dan 

ketidakberdayaan ekonomi. Dalam konteks ini, membatasi perempuan untuk tidak bekerja Sama 

sekali selama masa iddah justru berpotensi menciptakan kondisi yang tidak adil dan dapat 

melemahkan posisi ekonomi perempuan, terutama mereka yang tidak memiliki jaminan finansial lain. 

Hukum yang bertujuan melindungi tidak seharusnya menjadi instrumen yang menghalangi 

perempuan dari hak untuk mempertahankan kehidupan yang layak. 
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Hak perempuan untuk bekerja merupakan bagian dari hak yang dilindungi dalam hukum positif. 

Perlindungan tersebut didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh 

pekerjaan serta penghidupan yang layak.(Basofi and Fatmawati 2023) Pengakuan terhadap hak 

tersebut tidak hanya tercermin dalam konstitusi, tetapi juga dipertegas melalui Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai ketentuan dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. 

Dalam hukum positif, perempuan yang bekerja selama masa iddah karena ditinggal wafat suami 

tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggar hukum. Sepanjang pekerjaan yang dilakukan tidak 

melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetap sejalan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup 

dalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, 

maka aktivitas kerja perempuan pada masa iddah dapat diterima dan dilindungi oleh hukum. 

Pendekatan hukum positif ini menunjukkan upaya negara untuk bersikap adil dan manusiawi 

terhadap perempuan yang berada dalam situasi sulit, yakni dengan menyeimbangkan antara 

penghormatan terhadap nilai-nilai perkawinan di satu sisi, dan perlindungan terhadap hak hidup serta 

martabat perempuan di sisi yang lain. 

Penutup 
Kesimpulan 

1. Berdasarkan temuan penelitian lapangan di Desa Grujugan Kidul, ditemukan bahwa faktor 

dominan yang mendorong perempuan tetap bekerja selama masa iddah wafat adalah kebutuhan 

ekonomi keluarga. Setelah suami meninggal dunia, perempuan kehilangan sumber nafkah utama 

sehingga terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu, faktor tanggung jawab terhadap 

anak, tuntutan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, kurangnya pemahaman keagamaan 

tentang ketentuan iddah, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya turut membentuk 

keputusan perempuan untuk tetap beraktivitas ekonomi. Keputusan tersebut bukan lahir dari 

ketidakpedulian terhadap ajaran agama, melainkan merupakan respons nyata terhadap kondisi 

kehidupan yang dihadapi. 

2. Dalam hukum Islam, QS. Al-Baqarah ayat 234 menjadi landasan yang menetapkan kewajiban bagi 

perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya untuk menjalani masa iddah selama empat bulan 

sepuluh hari. disertai kewajiban ihdad yaitu menahan diri dari berhias dan menggunakan 

wewangian. Pada dasarnya, ulama menganjurkan perempuan tetap berada di rumah selama masa 

iddah. 

3. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Dasar hukum yang berkaitan dengan permasalahan 

ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu Pasal 153 dan Pasal 170, serta 

Pengaturan mengenai putusnya perkawinan terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di sisi lain, tidak ditemukan aturan perundang-undangan yang 

secara tegas membatasi atau melarang perempuan untuk tetap bekerja selama masa iddah. 

Sebaliknya, hukum positif justru menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan 
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penghidupan yang layak sebagaimana ditegaskan dalam Pengaturan mengenai hak tersebut 

dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. dan UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, perempuan yang bekerja 

selama masa iddah wafat karena kebutuhan ekonomi tetap berada dalam koridor hukum positif 

dan mendapat perlindungan hukum negara. 
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